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MOTTO 

. “Sukses Itu Proses Sejauh Imaji, Tak Berujung Tak Bertepi” 
MENIKMATI PROSES : Jangan membayangkan proses seperti garis finis dalam 

lomba lari, dimana titik itu dirancang statis, dan cerita berakhir saat pita diterobos 

oleh dada yang membuncah kemenangan. Tidak, tidak begitu, ia lebih mirip 

dengan titik diujung halaman, yang mesti disambung dengan lembar berikutnya, 

terus menerus hingga bab berganti bab, dan buku lain menanti dibuka. Target 

memang dapat memandu tindakan, membuat semangat yang lesuh kembali 

tegang. Namun tidak mencapainya bukan kegagalan tak bermanfaat. Asal 

usahamu maksimal, tekadmu bulat bukan membual, saat itulah benang sukses 

dipintal. MENIKMATI PROSES ITULAH SUKSES.  
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ABSTRAK 

KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG 

PERKOPERASIAN 
Basuki Tri Setiawan 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 
 
Terkait kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak pada 
belum adanya pengaturan spesifik mengenai karakteristik dan hubungan 
kelembagaannya dengan pemerintah desa. Penulis mengangkat dua permasalahan. 
yaitu: 1) Bagaimanakah keabsahan status dan kedudukan badan hukum Koperasi 
Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian; 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam 
pengelolahan Koperasi Desa Merah Putih. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 
(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 
pendekatan historis (historical approach). 

 Hasil pembahasan penelitian bahwa kedudukan badan hukum Koperasi 
Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian menempatkan koperasi sebagai badan hukum mandiri yang 
memiliki hak dan kewajiban sendiri setelah akta pendirian disahkan oleh 
pemerintah. Namun, dalam praktiknya dukungan pemerintah desa sering 
menimbulkan ketidakjelasan batas peran antara fasilitator dan pengelola. 
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pertanggungjawaban pemerintah desa hanya terbatas pada pembinaan, fasilitasi, 
dan pengawasan, sedangkan operasional koperasi menjadi tanggung jawab 
pengurus. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan 
tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan kerancuan 
pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau penyalahgunaan kewenangan. 

 
Kata Kunci : Kedudukan; Koperasi Desa Merah Putih. 
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ABSTRACT 

LEGAL POSITION OF THE RED AND WHITE VILLAGE COOPERATIVE 
BASED ON LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIVES 

Basuki Tri Setiawan 
Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 
Regarding the legal status of the Merah Putih Village Cooperative based 

on Law Number 25 of 1992 on Cooperatives, it lies in the absence of specific 
regulations concerning its characteristics and its institutional relationship with 
the village government. The author raises two issues, namely: 1) What is the legal 
status of the Merah Putih Village Cooperative based on Law Number 25 of 1992 
on Cooperatives; 2) How is the accountability of the village government in 
managing the Merah Putih Village Cooperative. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 
three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 
historical approach. 

The results of the research discussion indicate that the legal status of the 
Red and White Village Cooperative under Law Number 25 of 1992 concerning 
Cooperatives places the cooperative as an independent legal entity that has its 
own rights and obligations once the deed of establishment is ratified by the 
government. However, in practice, the support from the village government often 
causes ambiguity in the boundaries of roles between the facilitator and the 
manager. Meanwhile, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the 
responsibility of the village government is limited to guidance, facilitation, and 
supervision, while the operational management of the cooperative becomes the 
responsibility of the administrators. This ambiguity in the scope of authority has 
the potential to cause overlapping authority, conflicts of interest, and confusion in 
accountability if losses or abuses of authority occur. 

 
Keywords: Status; Red and White Village Cooperative. 
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